
ABSTRAK PERATURAN 

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI – LPG TABUNG 3 KILOGRAM – SUBSIDI BAHAN BAKAR 

2011 

PERMENKEU RI NOMOR 88/PMK.011/2011 TANGGAL 13 JUNI 2011 (BN TAHUN 2011 NO. 341) 
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ABSTRAK :  - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf b angka 1 Undang-Undang Nomor 10 
Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011, perlu 
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah 
atas Subsidi Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 (tiga) 
Kilogram Bersubsidi Tahun Anggaran 2011. 

    - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: 

      UU 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 47, TLN No. 4286), UU 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, 
TLN No. 4355), UU 10 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 126, TLN No. 5167), Perpres 71 Tahun 2005, 
Perpres 104 Tahun 2007, Keppres 56/P Tahun 2010, Permenkeu RI 215/PMK.02/2007, Permenkeu 
RI 03/PMK.02/2009 sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI 195/PMK.02/2009 (BN Tahun 
2009 No. 461), Permenkeu RI 228/PMK.05/2010 (BN Tahun 2010 No. 632). 

    - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: 

      Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas subsidi BBM Jenis Tertentu dan LPG Tabung 3 Kg yang 
dibayarkan kepada Pengusaha ditanggung oleh Pemerintah. Pajak Pertambahan Nilai ditanggung 
Pemerintah merupakan belanja subsidi pajak ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam 
Peraturan Menteri Keuangan mengenai mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas 
pajak ditanggung Pemerintah. Pajak Pertambahan Nilai ditanggung Pemerintah, diberikan pagu 
anggaran sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 dan perubahannya. Menteri Keuangan 
selaku Bendahara Umum Negara sebagai Pengguna Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum 
Negara menetapkan Direktur jenderal Pajak c.q. Direktur Potensi Kepatuhan dan Penerimaan selaku 
Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan pembayaran subsidi pajak ditanggung Pemerintah. 
Besarnya Pajak Pertambahan Nilai ditanggung Pemerintah atas subsidi BBM Jenis Tertentu dan LPG 
Tabung 3 Kg adalah sebesar tarif Pajak Pertambahan Nilai yang berlaku dikalikan dengan jumlah 
subsidi BBM jenis Tertentu dan LPG Tabung 3 Kg yang dibayarkan kepada Pengusaha. Pelaporan dan 
pertanggungjawaban Pajak Pertambahan Nilai ditanggung Pemerintah atas subsidi BBM Jenis 
Tertentu dan LPG Tabung 3 Kg dilaksanakan oleh Kantor Pusat Direktorat jenderal Pajak c.q. Direktur 
Potensi Kepatuhan dan Penerimaan selaku Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran atas belanja 
subsidi pajak ditanggung Pemerintah sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai mekanisme 
pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas pajak ditanggung Pemerintah. 

CATATAN : - Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011 sampai dengan tanggal 
31 Desember 2011. 

  - Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 13 Juni 2011 dan diundangkan pada tanggal 13 Juni 
2011. 

 


